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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai kholifatu fii al-ardhi, seorang 

khalifah yang memiliki kemampuan untuk mengelola bumi beserta isinya 

termasuk sumber daya air, tanah maupun lingkungan sekitar. Baik dalam 

pembuangan sampah maupun limbah yang dapat mencemari lingkungan 

diharapkan dengan adanya kholifah di muka bumi mampu ditangani dengan baik. 

Sampah merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi setiap orang, baik 

diperkotaan maupun di pedesaan. Penimbunan dan pembakaran sampah dapat 

menimbulkan polusi udara dan pencemaran terhadap lingkungan. 

Islam telah mengingatkan kepada manusia untuk menjaga lingkungan 

sebagaimana firman Allah SWT yang menjelaskan terkait ulah manusia dimuka 

bumi yang mengakibatkan banyak kerusakan. Firman Allah SWT tersebut 

berbunyi:
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Artinya: “telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
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(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar-

Rum/30:41) 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya kerusakan yang terjadi akibat 

perilaku manusia itu sendiri. Bahkan sampai saat ini sebagian manusia masih 

melakukan hal-hal yang dapat terjadi kerusakan, misalnya adalah semakin 

bertambahnya manusia maka semakin meningkat pula jumlah populasi sampah 

sehingga jika manusia melakukan pembuangan sampah yang sembarangan maka 

akan menyebabkan banyak polusi yang timbul. Untuk meminimalisir akibat 

pembuangan sampah yang sembarang inilah hadir Bank Sampah Syariah.  

Hadirnya perbankan syariah sejalan dengan tuntutan dari masyarakat 

islam yang menginginkan sebuah lembaga keuangan yang benar-benar 

menerapkan prinsip syariah di setiap aktivitasnya. Islam melarang praktik-praktik 

muamalah yang mengandung unsur maysir, gharar, dan riba. Semakin 

berkembangnya perbankan syariah dan semakin maraknya sistem ekonomi islam, 

semakin besar pula keinginan masyarakat untuk beralih ke sistem ekonomi islam 

dalam setiap transaksi ekonominya. Tidak hanya perbankan yang bergerak dalam 

bidang lembaga keuangan perbankan saja seperti Bank Syariah, Baitul Maal Wa 

Tamwil (BMT), Koperasi Syariah dan lainnya yang melaksanakan fungsinya 

sebagai penghimpunan dan penyaluran dana. 

Bank Syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk 

menegakkan aturan-aturan ekonomi islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, 
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bank syariah juga merupakan bagian dari sistem sosial.
3
 Oleh karena itu, 

keberadaan bank syariah harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan 

masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Ketertarikan masyarakat terhadap bank syariah salah satu faktornya ialah pada 

pola penyimpanan uang dalam bentuk investasi. Dalam ajaran islam, prinsip bank 

syariah ialah mendorong praktek bagi hasil dan mengharamkan bunga. Dalam 

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 menyatakan 

bunga bank tidak sesuai dengan syariah. 

Hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur dalam 

transaksi keuangan syariah dimulai sejak di tadatanganinya akad, yang dimaksud 

akad disini ialah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan syariah dengan 

pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak 

sesuai dengan prinsip syariah.
4
 Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI 

(Perma) Nomor 2 tahun 2008, pasal 20 mengartikan akad adalah kesepakatan 

dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau 

tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dan pasal 21 yang menyatakan bahwa 

akad harus dilakukan berdasarkan asas sukarela, meepati janji, kehati-hatian, tidak 

berubah, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, itikad yang baik dan 

sebab yang halal.
5
 Melihat kebeadaan bank syariah hanya dapat dirasakan oleh 

masyarakat kelas menengah keatas saja bagi masyarakat yang berekonomi kelas 
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kebawah kurang begitu merasakan efek adanya bank syariah. Maka disinilah hadir 

Bank Sampah Syariah (BSS) yang tugas dan fungsinya melakukan penghimpunan 

dana dalam bentuk sampah. 

Bank sampah syariah merupakan salah satu badan usaha yang bergerak 

dalam pengolahan sampah. Semakin hari semakin banyak sampah yang dihasilkan 

oleh masyarakat. Selain untuk menjaga kebersihan desa bank sampah ini bisa 

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. Bank Sampah syariah 

keluarga harapan merupakan program pengolahan sampah yang didirikan oleh 

penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang dirintis oleh pemerintah 

Republik Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Indonesia.  

Hadirnya bank sampah di berbagai wilayah di indonesia dapat 

meningkatkan kebersihan desa dan memudahkan masyarakat dalam 

memanfaatkan kembali hasil limbah rumah  tangga mereka. Salah satunya di 

wilayah penulis berada di kabupaten Blitar. Terdapat lebih dari 30 titik bank 

sampah di kabupaten Blitar, salah satunya di desa Jimbe kecamatan Kademangan 

kabupaten Blitar. Bank sampah ini satu-satunya menjadi  ketertarikan penulis 

karena dalam bank sampah tersebut menggunakan prinsip-prinsip syariah di setiap 

pengelolaannya. 

Keberadaan bank sampah syariah kelurga harapan yang berada di desa 

Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar ini berkembang sejak tahun 2014 

yang mana bank sampah ini terdiri dari dua kelompok yaitu bank sampah Jimbe A 

yang beranggotakan 22 orang dan bank sampah B yang beranggotakan 21 orang. 
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Berbeda dengan bank sampah pada umumnya, bank sampah syariah keluarga 

harapan ini menerapkan konsep syariah dalam pengelolaannya. Konsep syariah 

yang diterapkan, yakni dengan menggunakan sistem bagi hasil untuk setiap 

keuntungan yang didapatkan dari setiap penjualan sampah atau pengolahannya 

menjadi produk kreatif, seperti tas dan keranjang. Keuntungan yang masuk akan 

dibagi menjadi dua yaitu 85 persen untuk anggota dan sisanya untuk operasional 

bank sampah dan zakat. Pendapatan sebesar 85 persen yang diterima anggota 

tidak akan langsung dibagikan, namun akan dimasukkan ke tabungan mereka 

masing-masing yang dibuat atas nama kelompok. Setiap kelompok umumnya 

terdiri atas 5 hingga 12 anggota. Dari 85 persen keuntungan yang ditabung 

tersebut, akan dikelola kembali antara lain untuk simpan pinjam, penjualan 

sembako, dan pembayaran listrik online. Jadi uang yang masuk akan diputar 

kembali untuk usaha, hasilnya juga akan dirasakan anggota.  

Perkembangan bank sampah begitu pesat serta diikuti dengan 

peningkatan jumlah pendapatan masyarakat setempat. Namun, program bank 

sampah akan mengalami kendala dalam mencapai tujuanya jika tidak diimbangi 

dengan pemahaman dan penerapan kontrak dalam berakad dengan baik. 

Pemahaman kontrak tidak hanya berlaku pada pihak pengelola sampah saja, 

masyarakat umum harus lebih memahami kontrak yang diterapkan disetiap 

aktivitas hidupnya. 

Kontrak Silent Partnership adalah jenis persekutuan khusus antara 

pekerja (parter aktif) dan pemilik modal (partner pasif) dimana seorang pekerja 

menyetujui untuk memutar modal dalam perdagangan dalam sistem bagi hasil atas 
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profitnya.
6
 Kontrak silent partnership merupakan istilah lain yang digunakan 

dalam penyebutan akad mudharabah pada transaksi-transaksi muamalah. Akad 

merupakan penghubung antara dua perkataan, maksudnya adalah setiap ucapan 

yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan.
7
 Sedangkan 

akad mudharabah merupakan akad antara dua pihak dimana salah satunya 

menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan 

pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
8
 

Disatu sisi keberadaan kontrak menjadi sangat penting dikarenakan 

kontrak atau akad yang dilakukan kedua belah pihak diikat oleh peraturan 

perundang-undangan. Peraturan inilah yang melindungi dan menjamin 

kepentingan masing-masing pihak yang disebut debitur dan kreditur, maka 

muncullah undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 

pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha, bunyi dari pasal tersebut ialah: 

“pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”
9
 

Pasal diatas ayat 1 membahas tentang perlindungan bagi pihak konsumen apabila 

terjadi persoalan tentang kontrak baku sedangkan perlindungan bagi para pelaku 

usaha dibahas dalam pasal 5 yang berbunyi: 
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“ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen”.
10

 

Kontrak atau perjanjian antara pihak konsumen dengan pelaku usaha adalah suatu 

perbuatan yang isi perjanjiannya ditentukan oleh kedua belah pihak yang telah 

terikat.   

 Disisi lain, keberadaan kontrak atau akad selain diatur oleh undang-undang 

nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kontrak juga diatur dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kedua peraturan ini yang 

mendasari aturan dalam melakukan kesepakatan dari kedua belah pihak yang 

mengakibatkan timbulnya suatu ikatan tertentu dari masing-masing pihak yang 

berakad. Selain itu perikatan dalam sistem perbankan juga diatur oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). 

Adapun akad yang terdapat pada bank sampah syariah keluarga harapan 

ini ialah akad jual beli dan bagi hasil atau mudharabah, dalam akad jual beli ini 

dimana setiap anggota perbulannya membawa sampah di bank sampah untuk 

ditimbang dan dihargai sesuai dengan harga dipasaran. Selain akad jual beli, bank 

sampah syariah harapan keluarga juga menerapkan prinsip bagi hasil dan produk 

lingkungan. Dalam produk lingkungan yaitu pengubahan sampah menjadi produk 

yang memiliki daya jual, misalnya adalah dari sampah ekonomis tersebut dioleh 

menjadi keset dan tas, adapula keranjang dan lain sebagainya. Prinsip bagi hasil 

yang diterapkan dalam bank sampah syariah ini ialah sistem akad silent 

                                                           
10

 Ibid.,  



8 

 

 

 

partnership atau akad mudharabah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan mudharabah.  

Melihat permasalahan diatas,  menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk 

menelusuri lebih lanjut konsep kontrak silent partnership pada bank sampah 

syariah keluarga harapan Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar 

ditinjau dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti, diantaranya 

ialah: 

1. Bagaimana konsep kontrak silent partnership pada bank sampah syariah 

keluarga harapan desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar? 

2. Bagaimana konsep kontrak silent Partnership bank sampah syariah keluarga 

harapan ditinjau dalam perspektif  fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah ? 

3. Bagaimana konsep kontrak silent partnership pada bank sampah syariah 

keluarga harapan desa Jimbe  kecamatan Kademangan kabupaten Blitar 
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ditinjau dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlidungan 

konsumen? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan konsep kontrak silent partnership pada bank 

sampah syariah keluarga harapan desa Jimbe kecamatan Kademangan 

kabupaten Blitar? 

2. Untuk mendeskripsikan konsep kontrak silent partnership bank sampah 

syariah keluarga harapan ditinjau dalam perspektif  fatwa DSN MUI 

nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah? 

3. Untuk mendeskripsikan konsep kontrak silent partnership pada bank 

sampah syariah keluarga harapan desa Jimbe  kecamatan Kademangan 

kabupaten Blitar ditinjau dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang perlidungan konsumen? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk : 

1. Aspek Keilmuan (Teoritis) 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

pengembangan studi hukum pada Bank Sampah Syariah dalam 
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mengoperasikan lembaganya. Serta sebagai kepentingan studi ilmiah. 

Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin 

meneliti masalah yang sama dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi 

kalangan civitas akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya. 

2. Aspek Terapan  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan 

yang dapat memberikan informasi mengenai hukum dari kontrak Bank 

Sampah Syariah. Serta dapat menjadi wawasan dan pengetahuan tentang 

transaksi-transaksi muamalah yang terjadi pada Bank Sampah Syariah 

Keluarga Harapan kepada masyarakat. 

E. Penegasan Istilah  

1. Definisi Konseptual 

a. Kontrak atau klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-

syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara 

sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen 

dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11

 

b. Kontrak Silent Partership adalah jenis persekutuan khusus antara pekerja 

(Partner aktif) dan pemilik modal (Partner pasif) dimana si pekerja setuju 
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untuk memutar modal dalam perdagangan dengan sistem bagi hasil atas 

profitnya.
12

 

c. Bank Sampah Syariah merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang 

koperasi syariah berbasis lingkungan hidup, yang mana dalam 

pengelolaannya masyarakat menyetorkan sampah dalam jumlah tertentu 

dan dalam waktu tertentu. 
13

 

d. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

(selanjutnya disebut undang-undang perlindungan konsumen/UUPK) 

ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen.
14

 

e. Mudharabah merupakan akad antara dua pihak dimana salah satunya 

menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan 

pembagian keuntun gan sesuai dengan kesepakatan.
15

  

2. Definisi Operasional 

Definisi Operasional ialah suatu definisi kata yang diperkirakan 

menimbulkan suatu perbedaan pengertian atau kekurangan makna dengan 

konsep yaitu konsep kontrak silent partnership pada bank sampah syariah. 

Secara Operasional yang dimaksud dengan konsep kontrak silent partnership 

pada bank sampah syariah keluarga harapan desa Jimbe kecamatan 
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Kademangan kabupaten Blitar ditinjau dalam perspektif undang-undang 

nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan fatwa dewan 

syariah nasional majelis ulama Indonesia nomor 07/dsn-mui/iv/2000 tentang 

pembiayaan mudharabah adalah bagaimana sebuah kontrak silent 

partnership atau yang lebih dikenal dengan istilah akad mudharabah yang 

diterapkan dalam bank sampah syariah sebagai salah satu lembaga keuangan 

syariah yang bergerak dalam sirkulasi keuangan melalui penanganan sampah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Susunan karya tulis ilmiah akan teratur secara sistematis maka diperlukan sebuah 

sistem penulisan laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian tulisan, moto, 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan 

abstrak. 

2. Bagian inti terdiri dari: 

a. BAB I : Pendahuluan 

Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah baik secara 

konseptual maupun operasional dan sistematika pembahasan. 
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b. BAB II : Landasan Teori 

Landasan teori terdiri dari: pengertian kontrak/perjanjian, asas 

perjanjian/akad, kontrak silent partnership, syarat-syarat akad, macam-

macam akad, Mudharabah yaitu pengertian, landasan hukum, macam-

macam, ketentuan pembiayaan, fatwa dewan syariah nasional majelis 

ulama Indonesia dan Perlindungan Konsumen. Penelitian terdahulu.  

c. BAB III : Metode Penelitian 

Metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran 

peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

d. BAB IV: Laporan Hasil Penelitian 

Pembahasan terdiri dari: Diskripsi singkat obyek meliputi: sejarah 

berdirinya bank sampah Syariah Keluarga Harapan, letak geografis 

obyek penelitian, visi misi, struktur organisasi. Temuan Penelitian: 

mekanisme kontrak/perjanjian/akad yang diterapkan pada Bank 

Sampah Syariah Keluarga Harapan di  Desa Jimbe Kecamatan 

Kademangan Kabupaten Blitar, Analisa Data. 

e. BAB V: Penutup 

Penutup bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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3. Bagian akhir, terdiri dari : daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar 

riwayat hidup. 


